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LEMEARAN DAERAH
BUPATZN DAERAN TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR 14 TAHUN 1993 SERI B NO. &
____5_.;-:—,:_-,——.::.-;::.-:=:=:::::::-_1-.::-:.::::.:..-::r.::::.-:.-.-:::::========z3__======
;%ATURAN DAERAH ABUPATEN DAERAH TINGKEAT II
' SUKOHARJIO
NOMOR 2 TAHUN 1993
TENTANG
1JIN PEMELIHARAAN TERNAK BARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUFPATI KEPALA DAERAH TINGKAT | SUKOHARJO
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Sub

pengembangan

mengambil
menc iptakan
ternakan
babi

mbang ¢
tumbuhan dan
Sektor Peternakan perlu

langkah~1angkah untuk
Letertiban pemeliharaan pe
ada umumnya dan peternakan
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Mengingat

19
sesual lagi dengan Perkembang,
dewasa inij |

bahwa sehubungan ha) tersep
diatas perlu mencabut dan menggan
ti Feraturan Daerah Kabupatg
Daerah Tingkat II

Sukaoharjag Nomo
2 Tahun 1970 yang diundangkan Pad
tanggal 17 Desember 1971 denga

Feraturan Daerah.

Undang—undang Nomar 5-Tahun 197

tentang Fokok—-pokok Femerintaha
Di Daerah;

Undangwundang Noamor 13 Tahun 195
tentang Tembentukan Daerah-daera

Kabupaten dalam lingkungan Fropin
sl Jawa Tengah;

Undang—undang Nomor 12/Drt Tahu

1957 tentang Feraturan Umum Retri
busi Daerah;

Undang~undang Nomor & Tahun 196

tentang Ketentuan Pakok Feternaka
dan Kesehatan Hewan;

Feraturan

Tahun 1977 t
kan;

Femerintah Nomor 1
entang Usaha FPeterna

Peraturan

Tahun 1986 ¢
Lingkungan;

Femerintah Nomor +
entang Analisis Damps

Keputusan Menteri FPertanian Repgg
Lik Indonesia Na. 362/K.5/TN.12

5/199@ «*
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5/1990 tentang Ketentuan dan
Tatacara Pelaksanaan Pemberian
Ijin dan Pendaftaran Usaha Feter-
nakan.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkan II Sukoharjio Nomor 8 Tahun
1986 tentang Fedoman Pengusulan -
Pengangkatan dan Femberhentian
Pegawai Negeri Sipil sebagai
Fenyidik pada Femerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ten Daerah Tingkah II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN

ipkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  DAERAH
TINBKAT II SUKOHARJO TENTANG IJIN
FEMELIHARAAN TERNAK BARI

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Feraturan Daerah ini
dimaksud dengan :

yang

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerin-
tah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo;

b.

ﬁupati Kepala Daerah adalah Bupati
jipala Daerah Tingkat II Sukohar-
- ’

!

C. Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

adalah ....
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adalah Dewan Ferwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 171

Sukoharjo;

Dinas Feternakan adalah Dinas

-Peternakan Kabupaten Daerah Ting-

kat II Sukoharjo;

Ragian Hukum adalah Bagian Hukum
pada Sekretariat Wilayah/Daerah
Tingkat II Sukohatrio;

Pemeliharaan adalah pemeliharaan
habi dibawah 11 ekor induk/dewasa
atau dibawah 950 ekor campuran yang
dilakukan sebagai usaha sampingan
dengan tujuan untuk mendapatkan

tambahan penghasilan;g

Ternak babi adalah Hewan/Ternak
babi vyang dipelihara oleh sesco-
rang dengan maksud untuk dipeliha-
ra dalam usaha meningkatkan penda-

patan;

Ijin adalah ijin tertulis pemeli-
haraan ternak babi yang diberikan
oleh Bupati Kepala Daerah;j

Kas Daerah adalah FKas Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Suko—

harjo.

BAEB 11
PERIJINAN

Fasal 2

(1) Setiap orang yanyg akan menyeleng”

garakan .-
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garakan pemeliharaan babi
gibawah 11 ekor  induk/dewawa,
atau dibawah 0@ ekor campuran
harus mendapatkan ijin dari
pupati Kepala Daerah.

Untuk mendapatkan ijin sebagaima-
na dimaksud ayat (1) Fasal ini,
diatur 1lebih lanjut oleh Bupati

Kepala Daerah.

r3

(2)

Pasal =

(1) Bupati Kepala Daerah dapat menga-
bulkan atauw menolak permohonan
ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2
ayat (1) Peraturan Daerah ini,
setelah mendapat pertimbangan

dari Dinas Peternaian.

(2) Untuk memberikan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) Pasal ini, terlebih dahulu
mengadakan penelitian administra-
si, fisik, tehnis dan lokasi
tempat pemeliharaan ternak babi
atau rencana tempat pemelibharaan.

Fasal 4

(1) 1jin yang dikeluarkan berlaku
selama pemeliharaan ternak babi
Yang bersangkutan masih berjalan.

Terhadap ijin sebagaimana dimak-
Sud ayat (1) Pasal ini dilakukan
Pendaftaran ulang setiap 3 (tiga)
tahun sekali.

(3) Ijin «ees
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(T) Ijin tidak dapat dipindah tangimn-
kan.
BEAE 111
FENCABUTAN IJIN FEMELIHARAAN
' Pasal 5

Ijin dapat dicabut apabila :

a. Tidak mengajukan daftar ulang
setelah 3 (tiga) kali diperingat-
kan;

b. Melanggar syarat—-svyarat Vang

ditentukan dalam 13ing

€. Menyataian menghentikan usahanya
secara "artulisg

d. Mempercieh ijin secara tidalk sah.
Fasal 6

Tatacara pencabutan i1jiin dilakukan
sebagai berikut 1

a8. Sebelum diadakan pencabutan ijin,
yang bersangkutan diberi peringa-
tan dengan mencantumkan alasan-
alasannyag;

b. Apabila Peringatan tersebut tetap
tidak diperhatikan/diindahkan oleh

bersangkutan, maka ijin dicabut.
- BAB IV
KETENTUAN TEMPAT FEMEL IHARAAN ~
Pasal 7

Tempat e~

Scanned with CamScanner



Tempat Demel?haraan ternal s
‘ebagaimana dimaksud pada éqra;dbi
g ¢ (1) Feraturan Daerah i”i.’)haruz

]

ayé ; .
memE””hl persyaratan tempat sehagai

berikut
. Memenuhi gyarat sanitasi tempat-
rempat umums;
Tempat peruntukan sebagali lokasi
b pengemba”ga” ternak babij;

aratan lain yang diatur

n persy
Da Kepala Daerah.

e oleh Bupati

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
' Pasal

ternak biaabl diwajibkan

pemelihara

untuk =

a. Menjaga kebersihan kandang dan
memeriksakan kesehatan ternaknya

eternakan dengan beaya

pada Dinas F
ksanakan

Rp. 250,00/ekar, yang d?la

setiap satu tahun sekallj;
b. Mentaati peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

€. Memenuhi kewajiban—kewajiban lain
yang diatur oleh Bupati Kepala
Daerah,

Pasal @

Peme] j
liharaan ternak babi dilarang :

a. Membuang «ss=-»
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(1)

Membuang kotoran/limbah
babi ke tanah milik Orang
terutama yang mengakibatkan PenCa-
maran lingkungan;

Mengumbar ternak babi di pPekaran-

gan vyang bukan miliknya sendirj,
tempat umum.

BAB VI
RETRIBUSI
Pasal 1@

Untuk mendapatkan ijin pemeliha-
raan ternak babi dikenakan Retri-
busi tiap ekor Rp. 250,00 (dua
ratus limz puluh rupiah).

Hasil Retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini
seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB VI1

PELAKSANAAN, FEMBINAAN DAN PENGAWASAN

(1)

(2)

(3)

Pasal 11

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini

diserahkan kepada Dinas Peterna-
kan.

Pembinaan  Pemeliharaan ternak
babi diserahlkan kepada  Dinas
Peternakan dan Instansi terkait.

Pengawasan atas pelaksanaf:
Peraturan Dpaerah -ini ditugaska
kepada Bagian Hulcwm.

(4) uUntuk
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(n) pptule  menungang keg iy,
. n

(‘,iDnc'\l dan p(_-\”u"w.,",.”””y" Dy a
lcan bheaya operasional ’/ﬂ'\r"’:hn,i
Yy @ ditetapkan dengan y,,“':""’ 'y
Bup&\ti kKepala Daerah dan r“l;l;u

pung dalam  ANGOaran  Pendapata,
dan Relanja Daerah V"hupﬂiml
paerah Tingkat TI Sukoharjo.

BRAR VIII
PENYIDIKAN
pasal 12

i enyidilk Folisi Republik
?ecligr:gsiap ::ang bertugas  menyidik
tgndak pidana sebagaimana dxmagsud
dalam Peraturan paerah ini dapat juga
dilakukan oleh Pea:nyidik Fegawal
Negeri Sipil (FPNS) dilingkn_.mgan
pemerintah paerah yang pengangkatan
dan kewenangan dalam mgn_ja]ankan
tugasnya ditetapkan sesual dengan
peéaturan F‘erundang—undangan yang

berlaku.

A IX
KETENTUAN FIDANA
Fasal 13

EElangga"a" terhadap ketentuan™
é?hwmuan tersebut Fasal Z ayat (l);
P;:'.” 8, 9 dan Fasal 1 ayat -( .L.
md‘itu"an Daerah ini diancam dr-‘m)..\?
(GH;Z? kurungan e lama—lamanyst ':
ti”‘] ' bulan atau denda setinggl
ribuginy? Rp. 50,000,000 (l1imd puluh
Upiah).
pAR X e=-"
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BAE X
KETENTUAN FERALIHAN
Fasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam
Peraturan Daerah ini akan diatur
lebih lanjut oleh Bupati Kepala
Daerah Sepanjang mengenai pelaksa-
naannya. -

Fasal 15
Sejak berlakunya Peraturan Daerah
ini, Feraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2
Tahun 1970 tentang Femeliharaan Babi
yang diundangkan pada tanggal 17

Desember 1971 dinyatakan tidak berla-
ku lagi.

BAB X1I
KETENTUAN FENUTUF
Pasal 14

Feraturan Daerah ini mulai berlalku
pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat menge-
tahuinya, memerintahkan pengudangan
Feraturan Daerah ini dengan penempa-
tannya dalam Lembaran Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Sukcharjo.

SukoharjOg e ve
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Sukoharjo, 11 Pebruari 1993

PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEFALA DAERAH
f‘;H KABUFATEN DAERAH TINGKAT 11 SUKOHARJO
WGKAT II SUKOHARJO
" KETUA

ttd RS

Drs. SETYAWAN SADONO
SOEBENI
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DISNAHIKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah
Tanggal 7 Mei 1993 No. 188.3/225/1993
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT 1

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttd

S ARDJ I TO, SH
NIP. SDDRI4I73

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat I1 Sukohario
Nomor : 14 Th. 1993 Seri B No. b6
Pada Tanggal : 28 Mei 1993

Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd

Drs. RAMEANG SOETEDJO
Fembina Tk. 1
NIP. 010056240
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